



ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS 
JASA FREIGHT FORWARDING PADA 













































ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS 
JASA FREIGHT FORWARDING PADA 
PT. SILKARGO CABANG MAKASSAR 
 
 
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi 
 
disusun dan diajukan oleh 












JURUSAN AKUNTANSI                                                                              
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS                                                     
UNIVERSITAS HASANUDDIN                                                        





ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS  
JASA FREIGHT FORWARDING PADA  
PT. SILKARGO CABANG MAKASSAR 
 
 
   
 
 
Disusun dan diajukan oleh 
 




Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan  







Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP,AK 






Drs. Deng Siraja, M.Si., Ak. 




Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 






Dr. Hj. Kartini, SE, M.Si, Ak 




Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 
 nama    : A.Aulidya Bahar 
 NIM    : A31108925 
 jurusan/program studi : Akuntansi 
dengan, ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang 
berjudul 
“ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT 
FORWARDING PADA PT.SILKARGO CABANG MAKASSAR” 
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di 
dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan 
oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan 
tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 
Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat 
dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi 
atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perudang-
undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan 
pasal 70). 
 
            Makassar, 28 Oktober 2013 








Dengan mengucapkan  Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis 
panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 
penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 
23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT.SILKARGO CABANG 
MAKASSAR” ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Hasanuddin. 
Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan 
penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, 
namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada 
kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. A. Baharuddin Mas M.si dan Ibu HJ. 
Sitti Hatijah   yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan 
moril maupun materi selama menempuh pendidikan. 
2. Kepada Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP, Ak. selaku 
pembimbing I dan Bapak Drs. Daeng Siraja, M.Si, Ak. selaku pembimbing 
II. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang 
penulis dapatkan dari selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala 
kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih 
bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis 
telah lakukan.  
vii 
3. Kepada saudara-saudaraku tercinta A. Aditya Bahar SE dan A. Fadhrul 
Rohman Bahar SH yang telah menyemangati. 
4. Spesial Thanks For Andi Pradika Ashari, Wahyuni Werang, dan Pratiwi 
Syamsumarli atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada 
penulis. 
5. Kepada seluruh karyawan PT. SILKARGO Cabang Makassar. Terima 
kasih telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian dan 
membantu penulis selama penelitian. 
6. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan 
kepada penulis selama duduk dibangku kuliah. 
7. Segenap staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak 
membantu penulis selama ini. 
8. Sahabat-sahabatku PTOKS, TCC, Ulil, Dwi, dan Karina. Terima kasih atas 
dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan. 
9. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Akuntansi. Terima kasih atas 
dukungan moral dari kalian semua. 
  
 Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat. 
Penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah 
SWT memberi lindungan bagi kita semua. 
 






ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT 
FORWARDING PADA PT. SILKARGO 
CABANG MAKASSAR 
 
ANALYSIS OF ARTICLE 23 OF THE INCOME TAX SERVICES FREIGHT 




Rusman Thoeng  
Deng Siraja 
 
Penelitian ini membahas mengenai perlakuan pemotongan PPh Pasal 23 atas 
rangkaian transaksi yang dilakukan oleh Freight forwarding, maka penulis melakukan 
suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan 
rekomendasi kepada PT. SILKARGO agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan 
PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa Freight forwarding, karena tidak semua 
kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Di dalam PER178/PJ/2006, 
disebutkan bahwa jasa Freight forwarding merupakan objek pemotongan PPh pasal 23, 
sedangkan menurut peraturan terbaru yaitu PER70/PJ/2007, jasa Freight forwarding 
bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 tetapi ada beberapa jasa yang 
merupakan positive list objek PPh pasal 23 mengacu pada PER-70/PJ/2007 yaitu seperti: 
jasa penyimpanan, jasa perantara, jasa pengepakan, jasa pembasmian hama yang 
banyak dilakukan oleh Freight forwarding. Hal ini menimbulkan multitafsir bagi pelaksana 
maupun pengguna jasa Freight forwarding atas beberapa rangkaian jasa Freight 
forwarding karena adanya ketidak pastian diantara kedua peraturan tersebut. 
 
Kata Kunci:  Positive list objek PPh pasal 23, Freight Forwarding. 
 
This study discusses the Income Tax Article 23 withholding treatment of a series 
of transactions conducted by the Freight forwarding . the authors conducted an analysis 
of the suitability of the practice of withholding tax by Act No. 36 of 2008. Results of this 
analysis will eventually be recommended to the PT . SILKARGO so as not to make a 
mistake in the determination of article 23, particularly in Freight forwarding service 
activities, since not all of these activities subject to Income Tax Article 23. At the 
PER178/PJ/2006, stated that the services of Freight forwarding is the object of 
withholding income tax article 23, while according to the latest regulations 
PER70/PJ/2007, Freight forwarding services not subject to withholding income tax article 
23, but there are some services that a positive list of Income Tax Article 23 refers to the 
object on which PER-70/PJ/2007 such as storage services, brokerage services, packing 
services, pest control services are mostly done by Freight forwarding. This gives rise to 
multiple interpretations for implementers and users Freight forwarding services over a 
series of Freight forwarding services because of the uncertainty between the two rules . 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan 
utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan 
tujuan tersebut, pembangunan perlu memperhatikan masalah pembiayaan. 
Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang 
mendukung. 
Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak 
atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai 
sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak 
penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di 
negara ini. 
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang 
dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri 
serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal 
dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah 
dipotong PPh Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, 
penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. 
Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-
undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan 
perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, 
khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam 





sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-
undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk 
pengumpulan pajak yang mepercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. 
Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah 
pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya 
akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib 
Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak 
di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali 
bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang 
dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. 
Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. 
Jasa freight forwarding atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan 
transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi 
sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi 
barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa freight forwarding ini merupakan 
kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, 
penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, 
pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, 
penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya 
sistem pembayarannya bersifat reimbursement dimana forwarder membuat 
tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa 
apa saja yang akan diberikan forwarder kepada konsumen. Dalam hal tagihan 





di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama 
forwarder langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama 
perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya 
tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga 
tagihan atas nama forwarder saja. 
Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa freight 
forwarding adalah PT. SILKargo Indonesia merupakan bisnis unit pada PT. 
Samudera Indonesia Group, Tbk yang bergerak dalam jasa Logistik Terpadu 
(Logistics Provider). Bisnis SILKargo ini merupakan perluasan dari bisnis Satuan 
Harapan yang bergerak di bidang EMKL dan Freight Forwarder. Perubahan 
Satuan Harapan menjadi SILKargo Indonesia adalah untuk mengubah konsep 
bisnis parsial logistik yang telah dilakukan menjadi sebuah logistik terpadu yang 
saling support satu dengan yang lain. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 
penelitian “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight 
Forwarding pada PT. SILKargo Cabang Makassar”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 
yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Apakah pemotongan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT.SILKargo telah 








1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui kesesuaian 
pemotongan  pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. 
SILKargo dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan 
dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagi Perusahaan yang diteliti 
Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam 
melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat 
memberikan kepastian  bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 
atas seluruh transaksi freight forwarding dilaksanakan dengan benar yang 
otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak 
yang seharusnya bisa dihindari. 
b. Bagi Penulis 
Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan 
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan 
melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan  hasil 
penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan 
tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti 
lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis. 
c. Bagi Pihak-pihak Lain 
Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di 





peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam 
melakukan kewajiban perpajakannya, apakah peraturan perpajakan yang 
berlaku mudah dilaksanakan atau malah sebaliknya peraturan tersebut 
sulit dilaksanakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan 
revisi atas peraturan tersebut. Disamping itu, informasi ini juga 
bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan 
pengembangan potensi perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan 
di lapangan.  
 
1.5  Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini disajikan latar belakang permasalahan yang mendasari 
penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta sistematika peulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan secara teoretis penjelasan tentang Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa freight forwarding serta kerangka pikir. 
 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, lokasi dan 








BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN HASIL ANALISIS 
PENELITIAAN 
Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, 
pembagian tugas, serta visi dan misi perusahaan dan hasil penelitian serta 
pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan 
metode analisis yang digunakan.  
 
BAB V PENUTUP 
Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, saran untuk pihak-pihak yang 























2.1 Konsep Dasar Pajak 
2.1.1 Pengertian Pajak 
Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2), pajak didefinisikan sebagai 
iuran yang tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung 
yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-
pengeluaran umum. Madiasmo (2011:12) menyebutkan bahwa “pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 
yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
Menurut Thomas (2013:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut 
peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung dapat ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan. 
Mohammad Zain (2007:2) dalam bukunya Manajemen Perpajakan 
menyebutkan: 
“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib 
dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa 
mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 





Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada 
kas negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara 
langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. 
2.1.2 Fungsi Pajak 
Menurut Madiasmo (2011:1-2), fungsi pajak terdiri dari dua macam, yaitu: 
a. Fungsi Pembiayaan (Budgetair) 
 Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai 
contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
2.1.3 Jenis-jenis Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:5-6), pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, 
dan lembaga pemungutnya dan terdiri atas: 
a. Menurut Golongan 
1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 






b. Menurut Sifat 
1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 
2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM). 
c. Menurut Lembaga Pemungut 
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri 
atas: 
a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak 
bahan bakar kendaraan bermotor. 
b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan 
pajak hiburan. 
2.2 Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan 
Menurut Suandy (2011:5), asumsi pajak sebagai biaya akan 
memengaruhi laba (profit margin). Sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi 
laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (rate of return on 
investment). Status perusahaan yang go public ataupun belum akan 
memengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah go public 





Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan go public akan 
berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. 
Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. 
Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang 
laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. 
2.3 Syarat Pemungutan Pajak 
 Untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus 
memenuhi syarat-syarat berikut. 
a. Syarat Keadilan 
Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan 
merata sehingga sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan 
sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah. 
b. Syarat Yuridis 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 
negara maupun warganya. 
c. Syarat Ekonomis 
Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi 
maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat. 
d. Syarat Finansial 
Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil 
pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk 






e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Efisien 
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
2.4 Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan 
 Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan dikemukakan 
oleh para ahli sebagai berikut. 
2.4.1 Penghasilan 
 Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan 
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh 
Tahun 2008).  
Sedangkan menurut Soemitro (1992:65), penghasilan adalah tambahan 
kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima 
wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, selama 
satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah 
kekayaan. 
2.4.2 Pajak Penghasilan 
Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) 
adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang 
berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2003:74), PPh merupakan 





diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Soemitro (1992:64) juga menyebutkan 
pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut 
atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia. 
2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 
Menurut Madiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang 
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 
telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, 
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak 
badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Supramono dan Damayanti (2010:85) 
menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau 
badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang 
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 
telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, 
sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa 
tertentu. 
Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan 
berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 





penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari 
pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 
2.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 
Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima 
penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak 
Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan 
Pasal 23 terdiri dari: 
a. Badan pemerintah. 
b. Subjek pajak badan dalam negeri. 
c. Penyelenggara dalam negeri. 
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 
e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 
f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk 
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak 
Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, 
dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang 
menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran 
berupa sewa. 
2.7 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 






a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang 
dikenakan tarif tersebut terdiri dari: 
1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa 
hasil usaha koperasi. 
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
3. Royalti. 
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah 
dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
b. Objek pajak yang dikenakan tariff 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini 
terdiri dari: 
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 
harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 Ayat (2). 
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah 
dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
Jasa lain terdiri dari: 
a) Jasa penilai (appraisal); 
b) Jasa aktuaris; 
c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 





e) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan 
gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap 
(BUT); 
f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas; 
g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan 
selain migas; 
h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 
i) Jasa penebangan hutan; 
j) Jasa pengolahan limbah; 
k) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services); 
l) Jasa perantara dan/atau keagenan; 
m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 
dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; 
n) Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan 
oleh KSEI; 
o) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 
p) Jasa mixing film; 
q) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk 
perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan; 
r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 
gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib 
pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai 
izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 
s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, 





dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang 
ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin 
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 
t) Jasa maklon; 
u) Jasa penyelidikan dan keamanan; 
v) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 
w) Jasa pengepakan; 
x) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, 
media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi; 
y) Jasa pembasmian hama; 
z) Jasa kebersihan atau cleaning service; 
aa) Jasa catering atau tata boga. 
Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 
tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan 
adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal. 
2.8 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 
Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik 
untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%. 
a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 
b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna 
usaha dengan hak opsi. 
c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari 
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di 





1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 
2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima 
dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen 
paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 
d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi. 
e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 
perkumpulan, firma, dan kongsi. 
f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK). 
g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada 
anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 
240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi. 
h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 
pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
2.9 Pengertian Jasa Freight Forwarding 
Pengertian jasa freight forwarding pernah didefinisikan dalam Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan 
terbitnya PER-70/PJ/2007) dengan mengacu pada Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan 
jasa freight forwarding adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan 
pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi 
terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, 





sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan 
penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas 
pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya 
berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan 
diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya (http://kuliah-forwarding. 
blogspot.com). 
Dalam praktiknya, sebagian dari kegiatan operasional tersebut ada yang 
dilakukan sendiri oleh pihak forwarder (dengan menggunakan sarana dan 
prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa 
dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan 
memadai. Apabila tagihan (invoice) atas imbalan kegiatan operasional tersebut 
dilakukan secara menyatu, maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional 
tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya 
dilakukan secara terpisah (di-breakdown), sebagian dari tagihan tersebut dapat 
menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. 
Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 
2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) 
Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur 
bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa freight forwarding tersebut antara 
lain adalah jasa perantara atau ke agenan. Akan tetapi, jasa freight forwarding 
tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh sebab jika dalam tagihan freight 
forwarding terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa yang menjadi Objek 





dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis 
freight forwarding, terutama shipper yang menurut peraturan pajak dibebani 
dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi 
perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis freight 
forwarding tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh 
freight forwarder dan bagaimana cara penagihan (invoicing) yang dilakukan. Bisa 
jadi jasa-jasa yang disediakan freight forwarding tadi merupakan objek 
pemotongan PPh Pasal 23.Misalnya, imbalan atas jasa pengepakan atau jasa 
fumigasi yang ditagih secara terpisah akan menjadi objek pemotongan PPh 
Pasal 23. 
Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang 
(grey area), seperti jasa penyimpanan yang merupakan salah satu rangkaian dari 
jasa freight forwarding dalam proses pengiriman barang dilakukan sendiri oleh 
freight forwarder, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri maupun 
gudang yang disewa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, grey area akan ada jika 
seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Hal 
ini memunculkan pertanyaan apakah jasa tersebut termasuk sebagai jasa 
penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan) sebab 
dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis 
jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan apakah termasuk sewa 
(charter) atau bukan. 
Dalam praktiknya, memang tidak banyak perusahaan freight forwarding 
yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses 
pengiriman barang. Hal ini dikarenakan semua kegiatan tersebut membutuhkan 





dan sertifikasi yang khusus, misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini 
perusahaan freight forwarding biasanya akan memanfaatkan pihak ketiga 
sebagai penyedia jasa. 
Bagi shipper, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya 
meyakini bahwa apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa 
forwarding tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa forwarding 
dengan meminta foto copy bukti potong dan SPT Masanya. 
 
2.10 Mekanisme Jasa Freight forwarding 
Tujuan dari jasa freight forwarding ini adalah bagaimana barang si 
konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai 
dengan harapan si pemilik barang. Biasanya pemilik barang/penjual tidak mau 
pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko 
kehilangan/kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman 
barang diberikan kepada perusahaan forwarding. Konsumen perusahaan 
forwarding bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan 
forwarding lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para 
konsumennya. Perusahaan forwarding dalam menjalankan usahanya seringkali 
bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan 
pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, shipping line, maupun air line), 
pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan cleaning 
service. Namun ada juga perusahaan forwarding yang tidak bekerjasama dengan 
pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal sendiri atau memiliki 







a. Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada freight 
forwarder untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Di samping itu juga 
forwarder lain dapat meminta jasa freight forwarding atas pengiriman barang 
konsumennya.  
b. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada freight forwarder 
untuk pengurusan pengiriman barang, handling impor atau ekspor, penyimpanan 
barang, dst.  
c. Freight forwarder selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen 
pengangkutan dan mengikut sertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) 
untuk melakukan kegiatan operasionalnya.  
d. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada 
freight forwarder atas biaya pengangkutan barang.  
e. Freight forwarder kemudian membuat tagihan baru (re-invoicing) kepada 
konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa freight 
forwardingnya.  
f. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas 
nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada Freight forwarder dan 
Freight forwarder selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada 
konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh Freight forwarder (pemberi 










2.11 Perlakuan PPh 23 atas Jasa Freight forwarding 
Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap 
perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 
dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan 
dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa 
teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa 
yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 
Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada 
tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis 
jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah 
PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa 
freight forwarding (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, 
C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun 





23. Jika dalam tagihan freight forwarding terdapat unsur sewa harta dan/atau 
jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan freight forwarding dapat 
dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh procurement/logistic 
dalam berhubungan dengan para vendor jasa forwarder karena perusahaan yang 
menerima jasalah yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan 
peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari 
sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak. 
Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa forwarder harus memahami 
apa saja jenis jasa atau services yang disediakan oleh perusahaan freight 
forwarder dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (invoicing) 
yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di invoice tersebut merupakan 
objek pemotongan PPh Pasal 23. 
Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila 
terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa forwarding-nya, sebaiknya 
pembayaran kepada vendor tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika 
forwarder tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka 
merasa jasa yang diberikan merupakan jasa freight forwarding, mereka 
diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau invoice (tidak di-breakdown) 
per transaksi. 
2.12 Dasar Hukum  
1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat 
(2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang 






2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku 
sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 
dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan 
3. PMK-244/PMK.03/2008  tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1983.  
4. PER-70/PJ./2007 tentang pengenaan pajak PPh23 atas jasa Freight 
Forwording. 
a. Objek PPh Pasal 23 
Objek PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium 
maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau 
diperoleh oleh Wajip Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri maupun Wajip Pajak 
Badan Dalam Negeri dari pihak pembayar yang merupakan pemotong PPh Pasal 
23. 
Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan 
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. 
 Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai 
nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan 
obligasi. 
 Diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. 
Diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. 
Bunga Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23 
1. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari 
pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) Huruf a UU Nomor 





2. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa 
keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 
pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-
251/PMK.03/2008). (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 
sesuai Pasal 23 ayat (4) Huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008). Keterangan: 
a. Penghasilan yang dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa 
keuangan penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang 
dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan 
berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran 
pinjaman dan/atau pemberian pinjaman (termasuk pembiayaan 
berbasis syariah) (Pasal 1 ayat (2) PMK-251/PMK.03/2008). 
b. Badan Usaha yang dimaksud terdiri dari: (Pasal 1 ayat (3) PMK-
251/PMK.03/2008).  
 Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar 
Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan 
untuk melakukan kegiatan yang termasuk bidang usaha lembaga 
pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri 
Keuangan. 
 Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang 
khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT 
(Persero) Permodalan Nasional Madani. 
3. Bunga Deposito, Tabungan (yang didapatkan dari Bank), dan Diskonto 
SBI (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2)) 





5. Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi 
Orang Pribadi (WP OP) (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2)) 
b. Tarif 
1. 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final 
2. Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang 
merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif 
pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif yang seharusnya 
Pasal 23 ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008) 
 
c. Saat Terutang Atau Saat Pemotongan 
1. Saat Pemotongan: Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh 
dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk 
dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran 
penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih 
dahulu. (PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) 
2. Saat Terutang: Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh 
adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: 
dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan 
dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa 
teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). (Penjelasan PP 94 Tahun 
2010 Pasal 15 ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" (seperti: untuk bunga 
atau sewa) adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang 
didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam 





2.13 Kerangka Pikir 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. SILKargo wajib 
melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa freight 
forwarding (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang 
ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua 
kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang 
melalui transportasi darat, laut, dan udara. 
Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan 
atas jasa freight forwarding pada PT. SILKargo, maka penulis melakukan suatu 
analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan 
rekomendasi kepada PT. SILKargo agar tidak melakukan kesalahan dalam 
penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa freight forwarding, 
karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. 
Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat 
analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan 
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3.1 Rancangan Penelitian 
  Rancangan penelitian merupakan desain penelitian yang digunakan 
sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Rancangan penelitian 
akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena 
langkah dalam melakukan penelitian yang telah dibuat. Proses penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif.  
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT. SILKargo Indonesia Cabang 
Makassar yang beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru No. 82 Makassar, 
Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan 
menganalisisnya. Adapun waktu penelitian kurang lebih satu bulan, yakni dimulai 
dari bulan April tahun 2013. 
 
3.3  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 
a. Penelitian Lapangan (Field Research) 
1. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, 
tepatnya pada perusahaan PT. SILKargo.  
2. Interview, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan 
pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan 







3. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 
mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan 
masalah penelitian yang akan dibahas. 
b. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Metode ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mempelajari literatur-literatur, karya-karya ilmiah, serta bacaan-bacaan 
lain yang berkaitan dengan penelitian. 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut. 
a. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti 
pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 
b. Data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa 
data non-angka, seperti gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan 
dalam penentuan besarnya potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 
Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:. 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti dan merupakan data yang bisa diolah pihak lain. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung yang 
merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain. 
3.5 Metode Analisis Data 
Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 





a. Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan 
menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data 
tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa 
angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode 
kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi 
kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan 
penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran 
penyajian laporan tersebut. 
b. Analisis komparatif (perbandingan), di mana analisis ini membandingkan 
pajak penghasilan atas jasa freight forwarding PT. SILKargo dengan 








BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1. Sejarah PT. SILKargo Indonesia 
Pada tahun 1964, merupakan awal terbentuknya PT. Satuan Harapan 
yang malaksanakan kegiatan ekspedisi muatan kapal laut/udara, ekspor, 
dan impor. Sejak 17 Juli 1964, PT. Satuan Harapan yang bergerak dalam 
bidang EMKL dan freight forwarder mengalami perkembangan pesat dalam 
bisnisnya. Untuk mendukung perubahan pasar tersebut maka beberapa unit 
bisnis lain yang terkait digabung dalam satu manajemen Satuan Harapan. 
Unit bisnis tersebut adalah Bristar Mitra Cargo (Freight Forwarding dan 
Keagenan), Masaji Prayasa Cargo (General Freight Forwarder), dan ISTA 
Samudera Cargo (Air Freight). Manajemen Samudera Indonesia Group 
melihat potensi perkembangan pasar untuk lebih menggunakan service 
logistik secara keseluruhan. 
Pada tahun 2004 secara yuridis dibentuklah PT. SILKargo Indonesia. 
PT. SILKargo Indonesia merupakan bisnis unit pada PT. Samudera 
Indonesia Group Tbk yang bergerak dalam jasa Logistik Terpadu (Logistics 
Provider) dan telah terdaftar sebagai perusahaan Logistik Terpadu. 
Perubahan PT. Satuan Harapan menjadi PT. SILKargo Indonesia 
adalah untuk mengubah konsep bisnis parsial logistik yang telah dilakukan 
menjadi sebuah logistik terpadu yang saling support satu dengan yang lain. 
Namun dalam pelaksanaannya SILKargo memulai bisnisnya secara aktif 





SILKargo Indonesia diikuti dengan perubahan struktur organisasi. Struktur 
organisasi yang baru dipersiapkan untuk menghadapi kondisi perkembangan 
pasar logistik terpadu. 
4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan PT. SILKargo Indonesia 
a. Visi PT. SILkargo Indonesia 
 “ Menjadi Perusahaan Logistik Terpadu yang Terus Berkembang 
Secara Sehat dan Terkemuka di Asia” 
Pada Vision Statement PT. SILKargo Indonesia di atas terdapat tiga 
kata kunci yaitu Logistik terpadu, perkembangan yang sehat dan menjadi 
terkemuka di Asia. Kata kunci pertama, “Logistik Terpadu”, menunjukkan 
positioning perusahaan sebagai perusahaan logistik terpadu yang 
merupakan perkembangan dari bisnis parsial logistik yang sebelumnya 
dilakukan oleh Satuan Harapan. Dengan penetapan positioning 
perusahaan ini dapat memperjelas arah kerja dari seluruh komponen 
dalam sistem kerja SILKargo untuk bergeser dari bisnis parsial menjadi 
bisnis terpadu dalam konteks service logistik.  
Kata kunci kedua “Berkembang Secara Sehat” merupakan arahan 
kerja yang harus diupayakan oleh seluruh komponen dalam sistem. 
Perkembangan secara sehat ini mensyaratkan tidak terdapatnya 
stagnansi pada salah satu atau beberapa elemen dalam sistem kerja 
SILKargo. Masing-masing elemen diharapkan dapat bersinergi 
berkembang bersama dan saling mendukung satu sama lain.  
Sedangkan kata kunci terakhir “Terkemuka di Asia” menunjukkan 
tujuan yang akan diraih oleh SILKargo. Tujuan ini merupakan target 





perusahaan logistik terpadu dan sehat saja tetapi merupakan yang 
terkemuka di Asia. 
b. Misi PT. SILKargo Indonesia 
Arahan secara garis besar untuk dapat mewujudkan visi perusahaan 
dituangkan dalam misi perusahaan. 
a) Menyediakan jasa logistik berkualitas yang menjamin kepuasan 
pelanggan 
b) Memberikan keuntungan dan meningkatkan nilai bagi pemilik 
perusahaan 
c) Memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawan sesuai hasil 
usaha dan keuntungan perusahaan. 
d) Berperan aktif dalam mengembangkan jasa logistik terpadu dengan 
mengikutsertakan unit-unit usaha SIG. 
e) Berperan serta dalam pengembangan usaha logistik yang terpadu. 
Misi-misi diatas tidak dapat terpisahkan satu sama lain karena 
masing-masing visi saling mempengaruhi. Sehingga usaha yang 
dilakukan untuk menjalankan misi tesebut dilaksanakan secara simultan 
dan tidak terpisahkan. 
c. Tujuan PT. SILKargo Indonesia 
PT. SILKargo Indonesia menetapkan beberapa tujuan perusahaan 
yang lebih detail untuk dapat dilaksanakan dengan fokus. Tujuan ini tentu 
saja mendukung dan disusun berdasarkan visi dan misi perusahaan yaitu: 







a) Mengembangkan kompetensi SDM 
b) Mengembangkan sarana, prasarana dan sistem 
manajemen untuk mendukung jasa logistik terpadu 
c) Mengembangkan sistem IT untuk mendukung jasa logistik 
terpadu 
d) Mengembangkan organisasi yang sehat dan kokoh 
e) Mengembangkan jejaring dan mitra strategis dalam 
penyediaan jasa logistik 
2. Menguasai pasar logistik domestik (aktifitas pergerakan barang 
di Indonesia) 
a) Meningkatkan image dalam jasa logistik terpadu 
b) Meningkatkan jumlah pelanggan, variasi industri, dan 
cakupan daerah pelanggan untuk jasa logistik terpadu 
3. Masuk ke pasar regional Asia 
4. Meningkatkan kontribusi jasa logistik dalam pendapatan SIG, 
baik secara langsung maupun tidak langsung 
4.1.3. Struktur Organisasi PT. SILKargo Indonesia 
Struktur organisasi ini dibentuk sebagai supporting dalam penerapan 
strategi dalam upaya pengembangan bisnis perusahaan. Secara global 
struktur organisasi SILKargo merupakan struktutur organisasi fungsional 
yang terdiri dari SILKargo Pusat dan SILKargo Cabang.  
Pemisahan struktur organisasi ini lebih didasarkan pada perbedaan 
fungsi antara keduanya. SILKargo Pusat lebih berfungsi sebagai penentu 





SILKargo cabang difungsikan sebagai pelaksana kegiatan bisnis sehari-hari 
dan mengenerate revenue atas kegiatan bisnis tersebut.  
SILKargo kantor pusat berkedudukan di Jakarta bersamaan dengan 
kantor cabang Jakarta. Meskipun berkedudukan di tempat yang sama 
namun SILKargo pusat tidak melaksanakan fungsi cabang dan sebaliknya. 
Berikut ini merupakan fungsi dari SILKargo Pusat secara detail. 
Fungsi SILkargo pusat: 
1. Sebagai integrator dari seluruh kantor cabang yang dimiliki oleh 
SILKargo. 
2. Sebagai pusat kendali atas kebijakan manajemen dan keuangan dari 
seluruh cabang yang dimiliki oleh SILKargo. 
3. Sebagai pengendali atas suatu kegiatan logistik yang membutuhkan 





















































Gambar 3.  Struktur Organisasi PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar 
Kantor cabang dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana 
kegiatan bisnis sehari-hari dipimpin oleh seorang branch manager yang 
bertanggung jawab secara langsung pada General Manager. 
 Kegiatan bisnis masing-masing cabang memiliki karakteristik masing-
masing sesuai dengan scope wilayah dan potensi pasar yang terdapat pada 
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wilayah tersebut. Oleh karena itu masing-masing cabang memiliki struktur 
organisasi tersendiri yang dapat mendukung kegiatan bisnisnya sehari-hari. 
4.1.4 Lingkup Kerja PT. SILKargo Indonesia 
Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh  PT. SILKargo Indonesia 
cabang Makassar adalah: 
1. Jasa pergudangan dan distribusi (warehousing and distribution 
service) 
Jasa pergudangan dan distribusi memberikan pelayanan dalam  
melindungi barang/cargo yang dimuat dari kapal laut atau pesawat 
terbang dari resiko kerusakan dan kehilangan dengan menyediakan 
tempat penyimpanan barang yang bagus dalam lingkungan yang 
bersih dan aman. 
Jasa ini juga memberikan pelayanan perakitan, pengepakan, 
pembuatan peti barang dan pendistribusian barang tersebut 
(assembly, packing, crating, and distribution). Selain itu, jasa 
pergudangan memberikan pelayanan dalam  mengatur proses 
pemeriksaan barang dari aparat bea dan cukai dan melakukan 
pengepakan kembali barang yang telah diperiksa (repacking). 
2. Jasa pengangkutan transportasi darat (road transport haulage 
service) 
Jasa pengangkutan transportasi darat merupakan jasa pengangkutan 
barang/cargo dengan sistem door-to-door road transport dimana 
barang dikirim dari tempat/gudang si pemilik barang/penjual sampai 





angkutan darat kereta api atau truk (via rail or truck) baik dalam jarak 
pendek (antar kota) maupun dalam jarak jauh (antar propinsi). 
3. Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal (shipbrokering and 
chartering service) 
Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal memberikan pelayanan 
dalam  menyewakan kapal lautnya baik dalam ukuran besar maupun 
kecil bagi konsumen yang menginginkan pengiriman barang yang 
bersifat khusus seperti  bahan baku dalam segala jenis dan bentuk 
dengan tujuan domestik maupun tujuan luar negeri. 
Jasa ini juga memberikan pelayanan bagi perusahaan pemilik kapal 
laut atau pesawat udara untuk mencari konsumen yang ingin 
menyewa kapal lautnya atau pesawat udaranya. Dalam hal ini               
PT. Samudra sebagai perantara antara perusahaan yang ingin 
menyewa kapal dengan perusahaan yang menyewakan kapal.                 
PT. Samudra mempunyai jaringan kerjasama internasional dengan 
perusahaan yang akan menyewa kapal dan perusahaan yang 
menyewakan kapal (pemilik kapal). 
4. Jasa penarikan kapal dan pengangkutan barang berat berukuran 
besar (tug and barge transport service) 
Jasa penarikan kapal dan pengangkutan barang berat berukuran 
besar merupakan jasa pengangkutan barang/cargo yang bermuatan 
sangat berat dan berukuran sangat besar (bulky, heavy, and oversize 
cargoes) dengan kapal laut yang berkekuatan besar. PT. Samudra 
juga menawarkan jasa penarikan kapal besar ke dermaga.                       





yang berukuran kecil sampai berukuran sangat besar dari kapal laut 
ke dalam truk dengan peralatan yang berteknologi dengan harga yang 
lebih murah dibanding dengan harga yang diberikan oleh pihak 
pelabuhan. 
Selain itu, PT Samudra juga melayani konsumennya dalam 
pengiriman barang sampai ke daerah-daerah pinggiran di Indonesia 
bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman yang hanya dapat 
dilakukan melalui jalur sungai (inland waterways). 
5. Jasa pengurusan kewajiban pabean (customs broker service) 
Jasa pengurusan kewajiban pabean memberikan pelayanan  kepada 
konsumen/pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban 
kepabeannya ketika melakukan kegiatan ekspor atau impor barang. 
Dengan kata lain, perusahaan bertindak sebagai custom broker si 
pemilik barang/konsumen. Adapun kegiatan pengurusan kewajiban 
pabean yang diberikan terdiri dari  dokumen ekspor (export 
documents) Pengurusan dokumen ekspor terdiri dari pembuatan 
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tertentu, Persetujuan Ekspor, 
Pemberitahuan Pemeriksaan Barang, Pemberitahuan Konsolidasi 
Barang Ekspor, Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPSE), sales 
contract, commercial invoice, packing list, measurement list, 
Keterangan Pengujian Berat Barang, dan manifest. 
 Pengurusan dokumen impor (import documents) 
Pengurusan dokumen impor terdiri dari pembuatan 
Pemberitahuan Impor barang (PIB) tertentu, Surat Persetujuan 





(SPJM), Deklarasi Nilai Pabean, Surat Setoran Pabean Cukai dan 
Pajak, purchase order dan sales contract, invoice, dan daftar 
muatan barang ( manifest ). 
 Pembuatan dokumen yang terkait dengan letter of credit 
 Pembuatan bill of lading untuk pelayaran 
 Pembuatan airway bill untuk penerbangan 
 Pembuatan certificate of origin 
 Bookings 
 Insurance 
 Sight drafts 
 
4.2 Pembahasan 
4.2.5 Nilai Objek Pajak atas Jasa Freight Forwarding pada PT. 
SILKargo Indonesia Cabang Makassar. 
 Sesuai peraturan pajak maka PT. SILKargo melakukan 
pemotongan pembayaan sebesar 2% untuk peusahaan yang memiliki 
NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%, seperti yang akan 
dijelaskan dengan Nilai Objek Pajak dan Jenis-jenis Jasa Freight 
Forwarding pada PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar untuk bulan 
Januari sampai dengan Desember tahun 2012 dapat diuraikan dalam 









Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
Tarif 2 % (berNPWP) 





Nilai Objek Pajak 
Jumlah 







13.000.000  13.000.000  
13.000.000 
13.000.000  
13.000.000  13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 
13.000.000  
156.000.000 Jasa Pengiriman Barang 
 
    
2. 
PT. Sarana Trans 
Utama Jasa Penilai (appraisal) 1.500.000         2.200.000    1.300.000      1.300.000   6.300.000 
3. 
PT. Sarana Trans 













Jasa Penyedia Tenaga 




SAMUDRA Jasa Pengiriman Barang 8.285.000  7.567.000 8.598.000  9.534.000 9.698.000 11.689.000 9.865.000 8.905.000  11.890.000 86.031.000 
7. 
PT. Rafi Jasindo 
Expres Jasa pengepakan 
12.700.000 8.500.000 





Jasa   
pengangkutan 





















Jasa Penyelidikan dan 
Keamanan  5.000.000 











Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
Tarif 2 % (berNPWP) 





Nilai Objek Pajak Jumlah 
Perusahaan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember NOP 
1.  




    
9.950.000 
  




114.640.000 Jasa pengepakan  





(appraisal) 4.584.000                       4.584.000 
3. 
PT.IFARIA 
Gemilang Jasa Cleaning   2.000.000    2.000.000    2.000.000     2.000.000        8.000.000 
4. 
PT.SPL 
CARGO Jasa Handling     3.300.000      
 


















kapal   





Jasa   
pengangkutan 
transportasi darat  
8.500.000 7.500.000  










 15.831.000  15.831.000  15.831.000 15.831.000 15.831.000  15.831.000  110.817.000 
10. 
























Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas, menunjukan pemotongan 
PPh 23 sebesar 2% atas jasa-jasa yang telah digunakan oleh pihak PT. 
SILKargo dan masuk dalam positivlist PPh 23 dalam freight forwarding 
dari perusahan yang memiliki NPWP yang berkerja sama dengan PT. 
SILKargoan diantaranya adalah, PT. Samudera Perdana Smg, PT. 
Sarana, PT. SPLcargo, PT. Srikandi Inti Lestari, PT. Atlas Media 
Samudra, PT. Rafi Jasindo Expres, PT. Nusantara Polytama, dan PT. 
Jaya Utama Santika. 
 Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. SILKargo Indonesia 
cabang Makassar pada tahun 2011 dan 2012, sehubungan dengan 
penggunaan harta  sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK. 
03.2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 
23 Ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 
tahun 2008 yaitu imbalan sehubung dengan jasa lain selain yang telah 
dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 
dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud 
dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 1. 
PT. SILKargo menggunakan jasa dari PT. Samudra perdana smg 
dengan jasa pengiriman barang dengan nilai objek pajak yang harus 
dipotong sebesar Rp. 156.000.000, PT. SILKargo menggunakan jasa dari 
PT. Sarana Trans Utama dengan jasa penilai (appraisal) dengan nilai 
objek pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 6.300.000 dan untuk jasa 
Cleaning jumlah nilai objek pajaknya sebesar yang harus dipotong 





dengan jasa handling dengan  jumlah nilai objek pajaknya  yang harus 
dipotong sebesar Rp. 10.000.000, PT. SILKargo menggunakan jasa PT. 
Srikandi Inti Lestari dengan jasa penyedia tenaga kerja jumlah nilai objek 
pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 82.014.077, PT. SILKargo 
menggunakan jasa PT. Atlas Media Samudra dengan jasa pengiriman 
barang jumlah nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 
86.031.000, PT. SILKargo menggunakan jasa PT. Rafi Jasindo Expres 
dengan jasa pengepakan nilai objeknya yang dipotong sebesar Rp. 
153.736.000 PT. SILKargo menggunakan jasa PT. Nusantara Polytama 
dengan jasa pengangkutan transportasi darat nilai objeknya yang 
dipotong sebesar Rp. 98.944.000, PT. SILKargo menggunakan jasa PT. 
Samudra perdana smg dengan jasa Penarikan kapal nilai objek pajaknya 
yang dipotong sebesar Rp. 94.648.000 dan PT. SILKargo menggunakan 
jasa dari PT. Jaya Utama Santika dengan jasa penyelidikan dan 
keamanan nilai objek pajaknya yang dipotong sebesar Rp. 20.310.000. 
Sedangkan pada tahun 2012 PT. SILKargo Indonesia Cabang 
Makassar bekerja sama dengan perusahaan diantaranya adalah              
PT. Rafi Jasindo Expres, PT. Surveyor Indonesia, PT. Ifaria Gemilang, 
PT. SPLcargo, PT. Srikandi Inti Lestari, PT. Dharma Agung Pakindo, PT. 
Samudera Perdana Smg, dan  PT. Bahtera Utama Perkasa. 
Adapun jenis jasa yang digunakan oleh PT. SILKargo Indonesia 
Cabang Makassar pada Tahun 2012 adalah PT. SILKargo menggunakan 
jasa dari PT. Rafi Jasindo Expres dengan jasa pengepakan nilai objek 
pajaknya yang harus dipotong sebesar Rp. 114.640.000 PT. SILKargo 





(appraisal) jumlah nilai objek pajaknya yang harus dipotong sebesar Rp. 
4.584.000, PT. SILKargo menggunakan jasa dari PT.  IFARIA Gemilang 
dengan jasa Cleaning jumlah nilai objek pajaknya yang harus dipotong 
sebesar Rp. 8.000.000, PT. SILKargo menggunakan jasa dari PT. 
SILKargo dengan jasa Handling jumlah nilai objek pajaknya yang harus 
dipotong sebesar Rp. 6.000.000, PT. SILKargo menggunakan jasa dari 
PT. Srikandi Inti Lestari dengan jasa Penyediaan Tenaga Kerja jumlah 
nilai objek pajaknya yang harus dipotong sebesar Rp. 131.093.700, PT. 
SILKargo menggunakan jasa dari PT. Dharma Agung Pakindo dengan 
jasa Pengiriman Barang jumlah nilai objek pajaknya yang harus dipotong 
sebesar Rp. 69.848.000, PT. SILKargo menggunakan jasa dari PT. 
Samudera Perdana Smg dengan Jasa penarikan kapal jumlah nilai objek 
pajaknya yang harus dipotong sebesar Rp. 95.400.000, PT. SILKargo 
mengunakan jasa dari PT. Bahtera Utama Perkasa dengan Jasa 
Pengangkutan transportasi darat jumlah nilai objek pajaknya yang harus 
dipotong sebesar Rp. 40.000.000, PT. SILKargo menggunakan jasa dari 
PT. Samudra perdana dengan Jasa penyimpanan barang  jumlah nilai 
objek pajaknya yang harus dipotong sebesar Rp. 110.817.000, PT. 
SILKargo menggunakan jasa dari PT. Jaya Utama Santika dengan Jasa 
Penyelidikan dan keamanan jumlah nilai objek pajaknya yang harus 
dipotong sebesar Rp. 119.032.000, dan menggunakan jasa Pembasmi 






Sumber: PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar (data diolah) 
 
Tabel 3 
Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
Tarif 4 % (Non NPWP) 





Nilai Objek Pajak Jumlah 
Perusahaan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember NOP 
1. Hj.Pradika Jasa Teknik   260.000    260.000 260.000     260.000   260.000  
 
260.000  1.560.000 
2. Bapak Akbar dg Lau 
Jasa packing 
(Pengepakan)     
  
    
   





& Repair           250.000 250.000    250.000   
 
250.000 1.000.000 








    150.000 550.000 
5. Bapak Akbar dg Lau Jasa Penandaan  300.000          625.000  925.000 
6. Bapak Bahar  Jasa Pengukuran           840.000  840.000 
7. 
Bapak H. Eko 
Widarto  
Jasa 
Penimbangan 75.000 50.000 50.000  125.000  50.000  150.000    500..000 
8. Bapak Akbar dg Lau Jasa Pengiriman           800.000  800.000 
9. Haji Rani   
Jasa Klaim 




Jasa   
pengangkutan 













Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
Tarif 4 % (Non NPWP) 





Nilai Objek Pajak Jumlah 
Perusahaan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember NOP 
1. Akbar dg Lau Jasa Teknik   
 
     2.000.000          1.200.000     3.200.000 
2. 
 Sofyan ikhsan 
yusf 
Jasa packing 





& Repair 250.000         200.000 250.000         300.000     1.000.000 
4. Akbar dg Lau Jasa Pengawasan 500.000         500.000        
    
750.000    
 
1.750.000 
5. Bapak Ilham Jasa Penandaan   60.000  120.000  60.000  120.000   65.000     425.000 
6. 
Bapak 
Baharuddin Jasa Pengukuran 150.000   250.000     200.000       600.000 
7. Bapak Sitompul  Jasa Penimbangan 150.000 100.000              225.000 
8. Bapak Johan  
Jasa pengangkutan 
transportasi darat    2.000.000     1.000.000   2.600.000 5.600.000 
9. Bapak didi Jasa pengiriman  50.000   250.000 100.000     100.000  
    
500.000 
10. IBU Andika 
Jasa Penyedia 
Tenaga Kerja(JASA 







Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa           
PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar pada tahun 2011 telah 
dipotong PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding terhadap sejumlah 
wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sebesar 4% diantaranya adalah Hj. 
Pradika, Bapak Akbar dg Lau, Adijaya, Bapak Iskandar, Bapak Bahar, 
Bapak Eko, Hj. Rani, Kusmahadi. 
 Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. SILKargo Indonesia 
cabang Makassar yang harus memotong PPh 23 untuk dilaporkan dan 
bukti potongnya diberikan kepada para pemberi jasa seperti yang 
dijelaskan di atas pada tahun 2011 yaitu PT. SILKargo menggunakan jasa 
dari Hj. Pradika dengan jasa teknik jumlah nilai objek pajaknya sebesar 
Rp. 1.560.000, Bapak Akbar dg Lau dengan jasa Packing (pengepakan) 
jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 3.150.000, Adijaya dengan jasa 
Maintenance & Repair jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.000.000, 
Bapak Iskandar dengan jasa Pengawasan jumlah nilai objek pajaknya 
sebesar Rp. 550.000, Bapak Akbar dg lau dengan jasa Penandaan 
jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 925.000, Bapak Bahar dengan 
jasa Pengukuran jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 840.000, Bapak 
H. Eko Widarto dengan jasa Penimbangan jumlah nilai objek pajaknya 
sebesar Rp. 500.000, Bapak Akbar Dg. Lau dengan jasa pengiriman 
jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 800.000, Hj. Rani dengan jasa 
Klaim Asuransi jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 400.000, dan  
Kusmahadi Setya Jaya dengan jasa pengangkutan jumlah nilai objek 
pajaknya sebesar Rp. 3.920.000. 
Sedangkan pada tahun 2012 PT. SILKargo Indonesia Cabang 




NPWP dan harus dipotong sebesar 4% diantaranya adalah Bapak Akbar 
dg Lau, Bapak Sofyan Ikhsan yusuf, Bapak Ilham, Bapak Baharuddin, 
Bapak Sitompul, Bapak Johan, Bapak Didi, Ibu Andika. 
 Adapun Jenis jasa yang harus dipotong oleh PT. SILKargo 
Indonesia Cabang Makassar pada tahun 2012 yaitu Bapak Akbar dg Lau  
dengan jasa teknik jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 3.200.000, 
Bapak Sofyan Ikhsan Yusuf jasa Packing (Pengepakan) jumlah nilai objek 
pajaknya sebesar Rp. 2.300.000,dengan jasa Maintenance & Repair  
jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 1.000.000, Bapak Akbar dg Lau 
dengan jasa Pengawasan jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 
1.750.000, Bapak Ilham dengan jasa Penandaan jumlah nilai objek 
pajaknya sebesar Rp. 425.000, Bapak Baharuddin dengan jasa 
Pengukuran jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 600.000, Bapak 
Sitompul dengan jasa Penimbangan jumlah nilai objek pajaknya sebesar 
Rp. 225.000, Bapak Johan dengan jasa pengangkutan transportasi darat 
jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 5.600.000, Bapak Didi dengan 
jasa pengiriman jumlah nilai objek pajaknya sebesar Rp. 500.000, dan Ibu 
Andika dengan jasa penyediaan tenaga kerja jumlah nilai objek pajaknya 
sebesar Rp. 1.580.000.                               
 
4.2.2. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada 
PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar 
Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. 
SILKargo Indonesia cabang Makassar dapat dihitung berdasarkan dua 
tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang 




Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki 
NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%). 
Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008,Tentang 
jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c 
angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan 
dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan 
sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai. 
Hasil perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding 
pada PT. SILKargo Indonesia cabang Makassar dapat dilihat pada tabel 
berikut:     
 
     Tabel 5 
                 Perhitungan PPh Pasal 23 
                           Atas Jasa Freight Forwarding 
                 PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar 
                                  Tahun 2011 – 2012 
 









1. PT.Samudera Perdana 
Smg 




PT. Sarana Trans Utama 




PT. Sarana Trans Utama 









PT.Srikandi Inti Lestari 




PT.Atlas Media Samudra 




PT. Rafi Jasindo Expres 







PT. Nusantara Polytama 
√ - 2% 
98.944.000 
1.978.880 
9. PT.Samudera Perdana 
Smg 
√ - 2% 94.648.000 1.892.960 
10 
PT.Jaya Utama Santika 




PT.Rafi Jasindo Expres 



















PT.Srikandi Inti Lestari 
√ - 2% 
131.093.700 
2.621.874 
16 PT. Dharna Agung 
Pakindo 
√ - 2% 
69.848.000 
1.396.960 
17 PT. Samudera Perdana 
Smg 
√ - 2% 
95.400.000 
1.908.000 
18 PT. Bahtera Utama 
Perkasa 
√ - 2% 
40.000.000 
800.000 
19 PT. Samudera Perdana 
Smg 
√ - 2% 110.817.000 2.216.340 
20 
PT. Jaya Utama Santika 




PT.Jaya Utama Santika 









Bapak Akbar dg Lau 









Bapak  Iskandar 




Bapak Akbar dg Lau 




Bapak Bahar  




Bapak H. Eko Widarto  




Bapak Akbar dg Lau 




Haji Rani   




Kusmahadi Setya Jaya 




Akbar dg Lau 







 Sofyan ikhsan yusuf 




Sofyan ikhsan yusuf 




Akbar dg Lau 














Bapak Sitompul  




Bapak Johan  










 √ 4% 
1.580.000 
63.000 
Sumber: PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar (data diolah) 
 
Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa pemotongan 
PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. SILKargo Indonesia 
Cabang Makassar selama tahun 2011-2012 terhadap wajib pajak yang 
memiliki NPWP adalah PT. Samudera Perdana Smg memiliki jumlah PPh 
yang dipotong sebesar Rp. 3.120.000, PT. Sarana Trans Utama memiliki 
jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.126.000, PT. Sarana Trans Utama 
memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.100.000, PT. SPLCargo 
memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 200.000, PT. Srikandi Inti 
Lestari memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.640.281, PT. 
Atlas Media Samudra memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 
1.720.620, PT. Rafi Jasindo Expres memiliki jumlah PPh yang dipotong 
sebesar Rp. 3.074.720, PT. Nusantara Polytama memiliki jumlah PPh 
yang dipotong sebesar Rp. 1.978.880, PT. Samudra perdana memiliki 
jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 1.892.960, PT. Samudra Perdana 




Santika memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 2.292.920, PT. 
Surveyor memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 91.680, PT. 
IFARIA Gemilang memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 
160.000 , PT. SPLCargo memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 
120.000, PT. Srikandi memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 
2.621.874, PT. Dharma memiliki jumlah PPh yang dipotong Rp. 1396.960, 
PT. Samudra Perdana smg memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar 
Rp. 1.908.000, PT. Bahtera Utama memiliki jumlah PPh Rp. 800.000, PT. 
Samudra Perdana memiliki jumlah PPh yang dipotong Rp. 2.216.340 dan 
Rp. 2.380.640, PT. Jaya Utama Santika memiliki jumlah PPh yang 
dipotong Rp. 805.800.    
Sedangkan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding 
pada PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar selama tahun 2011-2012 
terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah Hj. Pradika 
memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.162.400, Bapak Akbar dg  
Lau memiliki PPh jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp.124.000,                        
Adijaya memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 40.000, Bapak 
Iskandar memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar   Rp. 22.000, Bapak 
H. Akbar dg Lau memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 37.000, 
Bapak Baharuddin memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 
33.600, Bapak H. Eko Widarto memiliki jumlah PPh yang dipotong 
sebesar Rp. 20.000, Bapak Akbar dg Lau memiliki jumlah PPh yang 
dipotong sebesar Rp. 32.000, Hj. Rani memiliki jumlah PPh yang dipotong 
sebesar Rp. 16.000, Kusumahadi memiliki jumlah PPh yang dipotong 
sebesar Rp. 156.800, Bapak Akbar dg Lau memiliki jumlah PPh yang 




jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 92.000 dan Rp. 40.000, Bapak 
Akbar dg Lau  memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 70.000, 
dan Bapak Ilham  memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 
17.000, Bapak Baharuddin memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar 
Rp. 24.000, Bapak Sitompul memiliki jumlah PPh yang dipotong Rp. 
9.000, Bapak Johan memiliki PPh yang dipotong Rp. 224.000, Bapak Didi 
memiliki jumlah PPh yang dipotong Rp. 20.000, Ibu Andika memiliki 
jumlah PPh yang dipotong Rp. 63.200.   
Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 23 
atas jasa freight forwarding pada PT. SILKargo Indonesia Cabang 
Makassar sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 
berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23. 
Namun, dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang 
dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang 
memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding 
yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan 
gambaran  bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, 
sehingga tarif pajak atas jasa freight forwarding akan lebih rendah (2%).  
 
4.2.3. Pelaporan 
BUKTI POTONG PPh 23 2011 SPT MASA 
 
Bulan Januari  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smrg 13.000.000 260.000 
2 PT. Sarana Trans Utama 1.500.000 30.000 
3 PT. Sarana Trans Utama 500.000 10.000 
4 PT.SPL Cargo  5.000.000 100.000 




6 PT.ATLAS MITRA SAMUDRA 8.285.000 165.000 
7 PT. Rafi Jasindo Expres 12.700.000 254.000 
8 PT. Nusantara Polytama 12.368.000 247.360 
9 PT.Samudera Perdana Smg 11.831.000 236.620 
10 PT.Jaya Utama Santika 5.000.000 100.000 
11 Bapak Akbar dg Lau 300.000 12.000 
12 Bapak H. Eko Widarto 75.000 3.000 
13 Haji Rani   50.000 2.000 
J U M L A H 81.109.000 1.629.980 
 
Bulan Februari  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT. Sarana Trans Utama 800.000 16.000 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 12.500.000 250.000 
4 Rafi Jasindo Expres 8.500.000 170.000 
5 PT.Jaya Utama Santika 3.250.000 65.000 
6 Hj.Pradika 260.000 10.400 
7 Bapak H. Eko Widarto 50.000 2.000 
8 Haji Rani   50.000 2.000 
J U M L A H 38.410.000 775.400 
 
Bulan Maret  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT.SPL Cargo 3.500.000 70.000 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 2.500.000 50.000 
4 PT.Atlas Mitra Samudra 7.567.000 151.340 
5 PT. Nusantara Polytama 12.368.000 247.360 
6 PT.Samudera Perdana Smrg 11.831.000 236.620 
7 Bapak H. Eko Widarto 50.000 2.000 
J U M L A H 50.816.000 1.017.320 
 
Bulan April  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT. Sarana Trans Utama 750.000 15.000 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 2.500.000 50.000 
4 PT.Atlas Mitra Samudra 8.598.000 171.960 
5 PT.Rafi Jasindo Expres 9.950.000 199.000 
6 PT.Jaya Utama Santika 3.500.000 70.000 
7 Hj.Pradika 260.000 10.400 
8 Haji Rani   50.000 2.000 








Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT. Sarana Trans Utama 1.500.000 30.000 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 2.870.000 57.400 
4 PT. Nusantara Polytama 12.368.000 247.360 
5 PT.Samudera Perdana Smrg 11.831.600 236.620 
6 Hj.Pradika 260.000 10.400 
7 Bapak H. Eko Widarto 125.000 5.000 
J U M L A H 41.954.000 846.780 
 
Bulan Juni  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000  260.000 
2 PT. Sarana Trans Utama 2.200.000  44.000 
3 PT.SPL Cargo 1.500.000 30.000 
4 PT.Srikandi Inti Lestari 2.890.000 57.800 
5 PT.Atlas Mitra Samudra 9.534.000 190.680 
6 PT. Rafi Jasindo Expres 8.750.000 175.000 
7 PT. Nusantara Polytama 12.368.000 247.360 
8 PT.Samudera Perdana Smrg 11.831.000 236.620 
9 PT.Jaya Utama Santika 2.000.000 40.000 
10 Adijaya 250.000 10.000 
11 Haji Rani   50.000 2.000 
J U M L A H 64.373.000 1.293.460 
 
Bulan Juli  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT.Srikandi Inti Lestari 3.500.000 70.000 
3 PT.Atlas Mitra Samudra 9.698.000 193.960 
4 PT.Rafi Jaindo Expres 18.880.000 377.600 
5 PT.Samudera Perdana Smrg 11.831.000 236.620 
6 Adijaya 250.000 10.000 
7 Bapak H. Eko Widarto 50.000 2.000 
8 Haji Rani   50.000 2.000 
J U M L A H 57.250.000 1.152.000 
 
Bulan Agustus   
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT. Sarana Trans Utama 1.300.000  26.000 
3 PT. Sarana Trans Utama 850.000 17.000 
4 PT.Srikandi Inti Lestari 8.000.000 160.000 




6 PT.Rafi Jasindo Expres 12.500.000 250.000 
7 PT. Nusantara Polytama 12.368.000 247.360 
8 PT.Samudera Perdana Smg 11.831.000 236.620 
9 Hj.Pradika 260.000 10.400 
10 Bapak  Iskandar 400.000 16.000 
11 Haji Rani   50.000 2.000 




Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT.Srikandi Inti Lestari 2.957.000 59.140 
3 PT.Atlas Mitra Samudra 9.865.000 197.300 
4 PT.Rafi Jasindo Expres 32.300.000 646.000 
5 PT. Nusantara Polytama 12.368.000 247.360 
6 Adijaya 250.000 10.000 
7 Bapak H. Eko Widarto 150.000 6.000 
J U M L AH  70.880.000 1.425.600 
 
Bulan Oktober  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT.Srikandi Inti Lestari 15.430.000 308.600 
3 PT.Atlas Mitra Samudra 8.905.000 178.100 
4 PT. Rafi Jasindo Expres 25.156.000 503.120 
5 PT. Nusantara Polytama 12.368.000 247.360 
6 PT.Samudera Perdana Smg 11.831.000 236.620 
7 Hj.Pradika 260.000 10.400 
8 Haji Rani   50.000 2.000 
J U M L A H 87.000.000 1.758.600 
 
Bulan November  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT. Sarana Trans Utama 1.300.000 26.000 
3 PT. Sarana Trans Utama 600.000 12.000 
4 PT.Srikandi Inti Lestari 13.367.077 267.342 
5 PT.Jaya Utama Santika 6.560.000 131.200 
6 Bapak Akbar dg Lau 3.150.000 126.000 
7 Bapak Akbar dg Lau 625.000 25.000 
8 Bapak Bahar  840.000 33.600 
9 Bapak Akbar dg Lau 800.000 32.000 
10 Kusmahadi Setya Jaya 3.920.000 156.800 






Bulan Desember  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Samudera Perdana Smg 13.000.000 260.000 
2 PT.Srikandi Inti Lestari 5.000.000 100.000 
3 PT.Atlas Mitra Samudra 11.890.000 237.800 
4 PT.Rafi Jasindo Expres 25.000.000 500.000 
5 PT. Nusantara Polytama 12.368.000 247.360 
6 PT.Samudera Perdana Smg 11.831.000 236.632 
7 Hj.Pradika 260.000 10.400 
8 Adijaya 250.000 10.000 
9 Bapak  Iskandar 150.000 6.000 
10 Haji Rani   50.000 2.000 
J U M L A H 79.799.000 1.610.180 
 
 
BUKTI POTONG PPh 23 2012 SPT MASA 
 
Bulan Januari  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Rafi Jasindo Expres 12.700.000 254.000 
2 PT.Surveyor Indonesia 4.584.000 91.680 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 13.282.000 265.640 
4 PT. Dharna Agung Pakindo 5.340.000 106.800 
5 PT. Bahtera Utama Perkasa 8.500.000 170.000 
6 PT. Samudera Perdana Smg 15.831.000 316.620 
7 PT.Jaya Utama Santika 14.879.000 297.580 
8 PT. Jaya Utama Santika 18.180.000 363.600 
9  Sofyan ikhsan yusf  250.000 10.000 
10 Sofyan ikhsan yusuf  250.000 10.000 
11 Akbar dg Lau  500.000 20.000 
12 Bapak Baharuddin 150.000 6.000 
13 Bapak Sitompul  150.000 6.000 
14 Ibu Andika 650.000 26.000 
J U M L A H 237.575.000 1.410.320 
 
Bulan Februari  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.IFARIA Gemilang 2.000.000 40.000 
2 PT.Srikandi Inti Lestari 13.290.000 265.800 
3 PT. Dharna Agung Pakindo 7.865.000 157.300 
4 PT. Bahtera Utama Perkasa 7.500.000 150.000 
5 PT.Jaya Utama Santika 14.879.000 297.580 
6 Bapak Ilham 60.000 2.400 
7 Bapak Sitompul 100.000 4.000 
8 Bapak didi 50.000 2.000 




Bulan Maret  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.SPL CARGO 3.300.000  66.000 
2 PT.Srikandi Inti Lestari 13.292.000 265.840 
3 PT. Dharna Agung Pakindo 7.567.000 151.340 
4 PT. Samudera Perdana Smg 15.831.000 316.620 
5  Sofyan ikhsan yusf 300.000 2.000 
6 IBU Andika 430.000 17.200 




Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT. Rafi Jasindo Expres 9.950.000 191.000 
2 PT.IFARIA Gemilang 2.000.000 40.000 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 13.678.000 273.560 
4 PT.Jaya Utama Santika 14.879.000 297.580 
5 Sofyan ikhsan yusf 700.000 28.000 
6 Bapak Ilham 120.000 4.800 
7 Bapak Baharuddin 250.000 10.000 
8 Bapak Johan 2.000.000 80.000 
J U M L A H 43.577.000 888.940 
 
Bulan Mei  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Srikandi Inti Lestari 8.734.000 174.680 
2 PT. Dharna Agung Pakindo 10.890.000 217.800 
3 PT. Samudera Perdana Smg 15.831.000 316.620 
4 PT.Jaya Utama Santika 13.860.000 277.200 
5 Akbar dg Lau 2.000.000 10.000 
6 Bapak didi 250.000 80.000 
J U M L A H 51.565.000 1.076.300 
 
Bulan Juni  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Rafi Jasindo Expres 8.750.000 175.000 
2 PT.IFARIA Gemilang 2.000.000 40.000 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 9.055.000 181.100 
4 PT. Dharna Agung Pakindo 9.534.000 190.680 
5 PT. Bahtera Utama Perkasa 5.000.000 100.000 
6 PT.Jaya Utama Santika 14.879.000 297.580 
7 Sofyan ikhsan yusuf 200.000 10.000 
8 Akbar dg Lau 500.000 20.000 
9 Bapak Ilham 60.000 2.400 
10 Bapak didi 100.000 4.000 




Bulan Juli  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Rafi Jasindo Expres 18.880.000 237.600 
2 PT.SPL CARGO 2.700.000 54.000 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 11.303.000 226.060 
4 PT. Samudera Perdana Smg 15.831.000 316.620 
5 PT.Jaya Utama Santika 14.879.000 297.580 
6 Sofyan ikhsan yusuf 250.000 10.000 
7 IBU Andika 500.000 20.000 
J U M L A H 64.453.000 1.167.060 
 
Bulan Agustus  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Rafi Jasindo Expres 12.500.000 250.000 
2 PT.Srikandi Inti Lestari 12.067.000 241.340 
3 PT. Dharna Agung Pakindo 11.689.000 233.780 
4 PT. Bahtera Utama Perkasa 10.000.000 200.000 
5 PT. Samudera Perdana Smg 15.831.000 316.620 
6 PT. Jaya Utama Santika 14.879.000 297.580 
7 Sofyan ikhsan yusf 250.000 10.000 
8 Bapak Ilham 120.000 4.800 
J U M L A H 77.336.000 1.554.120 
 
Bulan September  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT. Rafi Jasindo Expres 32.300.000 646.000 
2 PT.IFARIA Gemilang 2.000.000  400.000 
3 PT.Srikandi Inti Lestari 12.736.000 254.720 
4 PT. Dharna Agung Pakindo 9.865.000 197.300 
5 PT. Samudera Perdana Smg 15.831.000 316.620 
6 PT.Jaya Utama Santika 14.879.000 297.580 
7 Bapak Baharuddin 200.000 8.000 
8 Bapak Johan 1.000.000 40.000 
J U M L A H 88.811.000 2.160.220 
 
Bulan Oktober  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT.Srikandi Inti Lestari 10.289.700 205.794 
2 Akbar dg Lau  1.200.000 48.000 
3  Sofyan ikhsan yusf  450.000 18.000 
4 Sofyan ikhsan yusuf  300.000 12.000 
5 Akbar dg Lau 750.000  30.000 






Bulan November  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT. Rafi Jasindo Expres 19.560.000 391.200 
2 PT.Srikandi Inti Lestari 13.367.000 267.340 
3 PT. Dharna Agung Pakindo 7.098.000 141.920 
4 PT. Samudera Perdana Smg 15.831.000 316.620 
5 PT.Jaya Utama Santika 14.879.000 297.580 
6 PT.Jaya Utama Santika 8.250.000 165.000 
7 Bapak Ilham 65.000 2.600 
8 Bapak didi 100.000 4.000 
J U M L A H 79.148.000 1.586.260 
 
Bulan Desember  
No Nama 
Nilai Obyek Pajak 
(Rp) 
PPh yang dipotong 
(Rp) 
1 PT. Samudera Perdana Smg 95.400.000 1.908.000 
2 PT. Bahtera Utama Perkasa 9.000.000 180.000 
3 Sofyan ikhsan yusuf 350.000 14.000 
4 Bapak Johan 2.600.000 104.000 
J U M L A H 107.350.000 2.206.000 
 
 
4.2.4. Analisis  
 Untuk menghitung PPh Pasal 23 yang ber NPWP tahun 2011–2012 
adalah sebagai berikut:  
a. PPh Pasal 23 yang BerNPWP tahun 2011 
1. PT. SILKargo membayar jasa atas Pengiriman barang kepada PT. 
Samudra Perdana Smg dengan nilai sewa sebesar Rp. 156.000.000,00.  
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:            
2% x Rp. 156.000.000 = Rp. 3.120.000,00  
Maka pembayaran Rp. 156.000.000 dari PT. SILKargo ke PT. Samudra 
Perdana Smg telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 3.120.000 sehinggah 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Samudra Perdana Smg 
adalah Rp. 152.880.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 3.120.000) 
2.  PT. SILKargo membayar jasa atas penilaian (appraisal) kepada PT. 




PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah:  
2% x Rp.6.300.000 = Rp. 126.000,00  
Maka pembayaran Rp. 6.300.000 dari PT. SILKargo ke PT. Sarana Trans 
Utama telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 126.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sarana Trans Utama adalah 
Rp. 6.174.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.126.000) 
3. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Cleaning milik PT. Sarana Trans 
Utama dengan nilai sewa sebesar Rp. 5.000.000,00.  
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah:  
2% x Rp. 5.000.000 = Rp. 100.000,00  
Maka pembayaran Rp. 5.000.000 dari PT. SILKargo ke PT. Sarana Trans 
Utama telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 100.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. Sarana Trans Utama adalah 
Rp. 4.900.000 (+bukti potong PPh23 sebesar Rp.100.000) 
4. PT.SILKargo menyewa sebuah jasa Handling milik PT. SPLcargo dengan 
nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah : 
2% x  Rp. 10.000.000 = Rp. 200.000,00  
Maka pembayaran Rp. 10.000.000 dari PT. SILKargo ke PT. SPL cargo 
telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 200.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. SPL Cargo adalah Rp. 
9.800.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 200.000) 
5. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penyedia Tenaga Kerja milik PT. 
Srikandi Inti Lestari dengan nilai sewa sebesar Rp. 82.014.077,00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah :  




 Maka pembayaran Rp. 82.014.077 dari PT. SILKargo ke PT. Srikandi Inti 
Lestari telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.640.281 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. Srikandi Inti Lestari adalah Rp. 
80.373.796 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.640.281) 
6. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengiriman Barang milik PT. Atlas 
Media Samudra dengan nilai sewa sebesar Rp. 86.040.000,00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. Atlas Media Samudra adalah: 
 2% x Rp. 86.040.000,00 = Rp. 1.720.800,00 
Maka pembayaran Rp. 86.040.000 dari PT. SILKargo ke PT. Atlas Media 
Samudra telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 1.720.800 sehinggah 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Atlas Media Samudra 
adalah Rp. 84.319.200 (+bukti potong PPh 23 sebesar  Rp. 1.720.800) 
7. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengepakan milik PT. Rafi Jasindo 
Expres dengan nilai sewa sebesar Rp. 153.736.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
2% x Rp. 153.736.000,00 = Rp. 3.074.720,00 
Maka pembayaran Rp.153.736.000 dari PT. SILKargo ke PT. Rafi 
Jasindo Expres telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 3.074.720 sehinggah 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Rafi Jasindo Expres 
adalah Rp. 150.661.281 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 3.074.720) 
8. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengangkutan Transportasi Darat 
milik PT. Nusantara Polytama dengan nilai sewa sebesar Rp. 
98.944.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah:  




Maka pembayaran Rp. 98.944.000 dari PT. SILKargo ke PT. Nusanta 
Polytama telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 1.978.880 sehinggah 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Nusantara Polytama 
adalah Rp. 96.965.120 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.1.978.880) 
9. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penarikan Kapal milik PT. Samudra 
Perdana smg dengan nilai sewa sebesar  Rp. 94.648.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo  adalah: 
 2% x Rp. 94.648.000,00 = Rp. 1.892.960,00 
Maka pembayaran Rp. 94.648.000 dari PT. SILKargo ke PT. Samudra 
Perdana Smg telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 1.892.960 sehinggah 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Samudra Perdana Smg 
adalah Rp. 92.755.044 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.892.960) 
10. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penyelidikan dan Keamanan milik 
PT. Jaya Utama Santika dengan nilai sewa sebesar Rp. 20.310.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah: 
 2% x Rp. 20.310.000,00 = Rp. 406.200,00 
Maka pembayaran Rp. 20.310.000 dari PT. SILKargo ke PT. Jaya Utama 
Santika telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 406.200 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. Jaya Utama Santika adalah 
Rp. 19.903.800 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 406.200) 
 
b. PPh Pasal 23 yang BerNPWP tahun 2012 
1. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengepakan milik PT. Rafi Jasindo 
Expres dengan nilai sewa sebesar  Rp. 114.640.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah: 




Maka pembayaran Rp. 114.640.000 dari PT. SILKargo ke PT. Rafi 
Jasindo Expres telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 2.292.800 sehinggah 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Rafi Jasindo Expres 
adalah Rp. 112.347.200 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 2.292.800) 
2. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penilai (Appraisal) milik                  
PT. Surveyor Indonesia dengan nilai sewa sebesar  Rp. 4.584.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah:  
2% x Rp. 4.584.000 = Rp. 91.680,00 
Maka pembayaran Rp. 4.584.000 dari PT. SILKargo ke PT. Surveyor 
Indonesia telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 91.680 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. Surveyor indonesia adalah Rp. 
4.492.320 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 91.680) 
3. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Cleaning milik PT. IFARIA Gemilang 
dengan nilai sewa sebesar  Rp. 8.000.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah: 
2% x Rp. 8.000.000,00 = Rp. 160.000,00  
Maka pembayaran Rp.8.000.000 dari PT. SILKargo ke PT. IFARIA 
Gemilang telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 160.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. IFARIA Gemilang adalah Rp. 
7.840.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 160.000) 
4. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Handling milik PT. SPL Cargo 
dengan nilai sewa sebesar  Rp. 6.000.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah: 
 2% x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 120.000,00  
Maka pembayaran Rp. 6.000.000 dari PT. SILKargo ke PT. SPL Cargo 




pembayaran yang harus diterima oleh PT. SPL Cargo adalah Rp. 
5.880.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp.120.000) 
5. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penyedia Tenaga Kerja (Jasa Lain) 
milik PT. Srikandi Inti Lestari dengan nilai sewa sebesar Rp. 
131.093.700.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
2% x Rp. 131.093.700,00 = Rp. 2.621.874,00 
 Maka pembayaran Rp.131.093.700 dari PT. SILKargo ke PT. Srikandi 
Inti lestari telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 2.621.874 sehingga  jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. Srikandi Inti Lestari adalah Rp. 
128.471.826 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 2.621.874) 
6. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengiriman Barang milik PT. 
Dharma Agung Pakindo dengan nilai sewa sebesar  Rp. 69.848.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah:  
2% x Rp. 69.848.000,00 = Rp. 1.396.960,00  
Maka pembayaran Rp. 69.848.000 dari PT. SILKargo ke PT. Dharma 
Agung Pakindo telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 1.396.960 sehingga 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Dharma Agung Pakindo 
adalah Rp. 68.451.040 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.396.960) 
7. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penarikan Kapal milik PT. Samudra 
Perdana smg dengan nilai sewa sebesar  Rp. 95.400.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah : 
 2% x Rp. 95.400.000,00 = Rp. 1.908.000,00 
 Maka pembayaran Rp. 95.400.000 dari PT. SILKargo ke PT. Samudra 




jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Samudra Perdana Smg 
adalah Rp. 93.492.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 1.908.000) 
8. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengangkutan Transportasi Darat 
milik PT. Bahtera Utama Perkasa dengan nilai sewa sebesar  
Rp. 40.000.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah :  
2% x Rp. 400.000,00 = Rp. 800.000,00  
 Maka pembayaran Rp. 40.000.000 dari PT. SILKargo ke PT. Bahtera 
Utama Perkasa telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 800.000 sehinggah 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Bahtera Utama Perkasa 
adalah Rp. 39.200.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 800.000) 
9. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa penyimpanan barang milik PT. 
Samudra Perdana smg dengan nilai sewa sebesar Rp. 110.817.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah: 
 2% x Rp. 1.108.170,00 = Rp. 2.216.340,00 
Maka pembayaran Rp. 110.817.000 dari PT. SILKargo ke PT. Samudra 
Perdana smg telah dipotong PPh 23  sebesar Rp. 2.216.340 sehingga 
jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Samudra Perdana smg 
adalah Rp. 108.600.660 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 2.216.340) 
10. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penyelidikan dan Keamanan milik 
PT. Jaya Utama Santika dengan nilai sewa sebesar  Rp. 119.032.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah: 
 2% x Rp. 1.190.320.00 = Rp. 2.380.640,00 
Maka pembayaran Rp. 119.032.000 dari PT. SILKargo ke PT. Bahtera 




jumlah pembayaran yang harus diterima oleh PT. Jaya Utama Santika 
adalah Rp. 116.651.360 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 2.380.640) 
11. PT. SIKargo menyewa sebuah jasa Pembasmi Hama milik PT. Jaya 
Utama Santika  dengan nilai sewa sebesar  Rp. 40.290.000.00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong  PT. SILKargo adalah:  
2% x Rp. 402.900,00 = Rp. 805.800,00 
Maka pembayaran Rp. 40.290.000 dari PT. SILKargo ke PT. Jaya Utama 
Santika  telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 805.800 sehingga jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh PT. Bahtera Utama Perkasa 
adalah Rp. 39.484.200 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 805.800) 
 
Untuk menghitung PPh Pasal 23 yang Non NPWP tahun 2011–2012 
adalah sebagai berikut: 
a. PPh Pasal 23 yang Non NPWP tahun 2011 
1. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Teknik kepada Hj. Pradika dengan 
nilai sewa sebesar Rp. 1.560.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah: 
4% x Rp. 15.600,00 = Rp. 62.400,00 
Maka pembayaran Rp. 1.560.000 dari PT. SILKargo ke Hj. Pradika telah 
dipotong PPh 23 sebesar Rp. 62.400 sehinggah jumlah pembayaran yang 
harus diterima oleh Hj. Pradika adalah Rp. 1.497.600 (+bukti potong PPh 
23 sebesar Rp. 62.400) 
2. PT. SILkargo menyewa sebuah jasa Packing (Pengepakan) milik Bapak 
Akbar dg Lau dengan nilai sewa sebesar Rp. 3.150.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  




Maka pembayaran Rp. 3.150.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Akbar dg 
Lau telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 126.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Akbar dg Lau adalah Rp. 
3.024.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 126.000) 
3. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Maintenance & Repair milik Adijaya 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah: 
4% x Rp. 10.000 = Rp. 40.000,00  
Maka pembayaran Rp. 1.000.000 dari PT. SILKargo ke Adijaya telah 
dipotong PPh 23 sebesar Rp. 40.000 sehinggah jumlah pembayaran yang 
harus diterima oleh Adijaya adalah Rp. 960.000 (+bukti potong PPh 23 
sebesar Rp. 40.000) 
4. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengawasan milik Bapak Iskandar 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 550.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah: 
4% x Rp. 5.500,00 = Rp. 22.000,00  
Maka pembayaran Rp. 550.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Iskandar 
telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 22.000 sehinggah jumlah pembayaran 
yang harus diterima oleh Bapak Iskandar adalah Rp. 528.000 (+bukti 
potong PPh 23 sebesar Rp. 22.000) 
5. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penandaan milik Bapak Akbar dg 
Lau dengan nilai sewa sebesar Rp. 925.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 9.250,00 = Rp. 37.000,00  
Maka pembayaran Rp. 925,000 dari PT. SILKargo ke Bapak Akbar dg 




pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Akbar dg Lau adalah Rp. 
888.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 37.000) 
6. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengukuran milik Bapak Bahar 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 840.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah: 
4% x Rp. 8.400,00 = Rp. 33.600,00  
Maka pembayaran Rp. 840.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Bahar telah 
dipotong PPh 23 sebesar Rp. 33.600 sehinggah jumlah pembayaran yang 
harus diterima oleh Hj. Pradika adalah Rp. 806.40000 (+bukti potong PPh 
23 sebesar Rp. 33.600) 
7. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penimbangan milik Bapak H. Eko 
Widarto dengan nilai sewa sebesar Rp. 500.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong Bapak PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 500.000,00 = Rp. 20.000,00  
 Maka pembayaran Rp. 500.000 dari PT. SILKargo ke Bapak H. Eko 
Widarto telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 20.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Bapak H. Eko Widarto adalah Rp. 
480.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 18.000) 
8. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Angkutan milik Bapak Akbar Dg Lau 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 800.000,00. 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 8.000,00 = Rp. 32.000,00  
Maka pembayaran Rp. 800.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Akbar dg 
Lau telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 32.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Akbar dg Lau adalah Rp. 




9. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Klaim Asuransi milik Hj. Rani 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 400.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 4.000,00 = Rp. 16.000,00  
Maka pembayaran Rp. 400.000 dari PT. SILKargo ke Hj. Rani telah 
dipotong PPh 23 sebesar Rp. 16.000 sehinggah jumlah pembayaran yang 
harus diterima oleh Hj. Rani adalah Rp. 384.000 (+bukti potong PPh 23 
sebesar Rp. 16.000) 
10. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengangkutan Transportasi Darat 
milik Kusmahadi Setya Jaya dengan nilai sewa sebesar Rp. 3.920.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT, SILKargo adalah:  
4% x Rp. 39.200,00 = Rp. 156.800,00 
 Maka pembayaran Rp. 3.920.000 dari PT. SILKargo ke Kusmahadi Setya 
Jaya telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 156.800 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Kusmahadi Setya Jaya adalah Rp. 
3.763.200 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 156.800) 
 
b. PPh Pasal 23 yang Non NPWP tahun 2012 
1. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Teknik milik Bapak Akbar dg Lau 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 3.200.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah: 
4% x Rp. 3.200.000 = Rp. 128.000,00 
Maka pembayaran Rp. 3.200.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Akbar dg 
Lau telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 128.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Akbar dg Lau adalah Rp. 




2. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Packing (Pengepakan) milik Sofya 
Ikhsan Yusuf dengan nilai sewa sebesar Rp. 2.300.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong Sofyan Ikhsan Yusuf adalah:  
4% x Rp. 23.000,00 = Rp. 92.000,00 
 Maka pembayaran Rp. 2.300.000 dari PT. SILKargo ke Sofyan Ikhsan 
Yusuf telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 92.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Sofyan Ikhsan Yusuf adalah Rp. 
2.208.000 (+bukti potong PPh23 sebesar Rp. 92.000) 
3. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Maintenance & Repair milik Sofyan 
Ikhsan Yusuf dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.000.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 10.000,00 = Rp. 40.000,00 
Maka pembayaran Rp. 1.000.000 dari PT. SILKargo ke Sofya Ikhsan 
Yusuf telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 40.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Sofyan Ikhsan Yusuf adalah Rp. 
960.000 (+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 40.000) 
4. PT. SILKargo Bapak Akbar dg Lau menyewa sebuah jasa Pengawasan 
barang Bapak Akbar dg Lau dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.750.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 17.500,00 = Rp. 70.000,00 
Maka pembayaran Rp. 1.750.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Akbar dg 
Lau telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 70.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Akbar dg Lau adalah Rp. 
1.680.000 (+bukti potong PPh23 sebesar Rp. 70.000) 
5. PT. SILKago menyewa sebuah jasa Penandaan milik Bapak Ilham  




PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 425.000,00 = Rp. 17.000,00  
Maka pembayaran Rp. 425.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Ilham telah 
dipotong PPh 23 sebesar Rp. 17.000 sehinggah jumlah pembayaran yang 
harus diterima oleh Bapak Ilham adalah Rp. 408.000 (+bukti potong PPh 
23 sebesar Rp. 17.000) 
6. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengukuran milik Bapak Baharuddin 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 600.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah: 
 4% x Rp. 6.000,00 = Rp. 24.000,00  
Maka pembayaran Rp. 600.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Baharuddin 
telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 24.000 sehinggah jumlah pembayaran 
yang harus diterima oleh Bapak Baharuddin adalah Rp. 576.000 (+bukti 
potong PPh 23 sebesar Rp. 24.000) 
7. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penimbangan milik Bapak Sitompul 
dengan nilai sewa sebesar Rp. 225.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 2.250,00 = Rp. 9.000,00  
Maka pembayaran Rp. 225.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Sitompul 
telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 9.000 sehinggah jumlah pembayaran 
yang harus diterima oleh Bapak Sitompul adalah Rp. 216.000 (+bukti 
potong PPh 23 sebesar Rp. 9.000) 
8. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Angkutan dan Pergudangan milik                          
Bapak Johan dengan nilai sewa sebesar Rp. 5.600.000,00  
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  




Maka pembayaran Rp. 5.600.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Johan 
telah dipotong PPh 23 sebesar Rp. 224.000 sehinggah jumlah 
pembayaran yang harus diterima oleh Bapak Johan adalah Rp. 5.376.000 
(+bukti potong PPh 23 sebesar Rp. 224.000) 
9. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Pengiriman milik Bapak Didi dengan 
nilai sewa sebesar Rp. 500.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 5.000,00 = Rp. 20.000,00 
Maka pembayaran Rp. 500.000 dari PT. SILKargo ke Bapak Didi telah 
dipotong PPh 23 sebesar Rp. 20.000 sehinggah jumlah pembayaran yang 
harus diterima oleh Bapak Didi adalah Rp. 480.000 (+bukti potong PPh 
23 sebesar Rp. 20.000) 
10. PT. SILKargo menyewa sebuah jasa Penyedia Tenaga Kerja (Jasa Lain) 
milik Ibu Andika dengan nilai sewa sebesar Rp. 1.580.000,00 
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. SILKargo adalah:  
4% x Rp. 15.800,00 = Rp. 63.000,00 
Maka pembayaran Rp. 1.580.000 dari PT. SILKargo ke Ibu Andika telah 
dipotong PPh 23 sebesar Rp. 63.000 sehinggah jumlah pembayaran yang 
harus diterima oleh Ibu Andika adalah Rp. 1.517.000 (+bukti potong PPh 











KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
PT. SILKARGO memotong Pajak Penghasilan 23 sebagai salah satu dari 
kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas 
kewajiban Pajak Penghasilan 23  pada PT. SILKARGO, dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Pajak penghasilan atas jasa freight forwarding adalah suatu pungutan 
resmi terhadap usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan 
Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi 
terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi 
darat, laut dan udara. 
2. Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. 
SILKARGO Cabang Makassar dan para vendor yang memiliki NPWP, 
maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 2%. Sedangkan untuk 
vendor dari jasa freight forwarding dan tidak memiliki NPWP, maka 
besarnya tarif yang dikenakan sebesar 4% dari dasar pemotongan 
pajaknya (nilai objek pajak). 
3. Dengan demikian pengenaan pajak penghasilan atas jasa freight 
forwarding pada PT. SILKARGO Cabang Makassar telah sesuai 
dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. 
4. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. 





vendor yang berkerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan 
pajak yang kerap terjadi. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau 
rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
sebagai berikut: 
Sebaiknya untuk PT. SILKargo mempertahankan tetap melaksanakan 
pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang 
Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 
2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis 
jasa lain yang sama dengan jasa freight forwarding tersebut antara lain adalah 
jasa perantara atau ke agenan. Maka dari jasa-jasa yang telah diatur tersebut 
jika dalam transaksi freight forwording tersebut terdapat jasa-jasa yang masuk 
dalam positive list sebaiknya tetap pihak PT. SILKargo melakukan pemotongan 
PPH23. 
Dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam 
terhadap pajak penghasilan terhadap jasa freight forwarding, maka orang-orang 
yang bergerak di bidang industri freight forwarding dapat lebih mengerti 
mengenai pengenaan pajak penghasilan pada jasa freight forwarding. Kemudian 
dapat dilihat bahwa pengenaan pajak penghasilan pada jasa freight forwarding 
ini dapat memberikan efek yang signifikan  pada pertumbuhan atau 
perkembangan bisnis di industri freight forwarding, bukan sebaliknya yaitu 




Dan untuk Direktorat Jendral Pajak, sejauh ini semua peraturan 
perpajakan untuk jasa freight forwarding di industry Freight Forwarding/Jasa 
Pengurusan Transportasi/EMKL/Ekspedisi, masih perlu diperjelas, karena salah 
satu cara untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah adanya peraturan 
perpajakan yang jelas, sehingga semua wajib pajak yang bergerak dalam bidang 
industri freight forwarding menjadi lebih jelas dalam mengikuti/mematuhi 
peraturan yang ada, dan petugas pajak akan menjadi lebih jelas dalam 
menegakkan peraturan yang ada. Sekarang ini ada kecenderungan pada 
petugas pajak dalam menegakkan peraturanyang ada dengan cara tebang-pilih, 
hal ini menjadi image yang sangat jelek bagi petugas pajak itu sendiri, bahkan 
investor-investor asing yang ingin membuka usahanya di industri freight 
forwarding pun akan mengurungkan niatnya jika semua peraturan yang ada 
masih grey area dan penegakkannya pun bersifat subjektif/tebang pilih. Hal inilah 
yang harus dihindari dan harus dilihat oleh pemerintah jika ingin meningkatkan 
pertumbuhan industry. 
Dan Bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sejenis 
pada PT. SILKARGO Cabang Makassar, sebaiknya melakukan penelitian lebih 
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